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Menjaga Jarak DPR dari Istana

ctinp 29 Agustus, DPR
S smperingati hari kela-
hirannya.  Tanggal itu
merujuk  pada pembentukan
Komite Nasional Indonesia Pu-
sal (KNIP). tanggal 29 Agustus
45, cikal bakal lembaga pe
an rakyat. Yang menarik,
KNIP semula merapakan ba-
dan pembantu Presiden.
Kemudian, melalui Maklu-
mat Wakil Presiden Nomor X
tanggal 16 Oktober 1945, KNIP
diserahi - kekuasaan  legislatif
dan ikut menetapkan ga :
ris besar haluan negara. Re-
|)ub||k Indonesia vang  baru
sikan  sejak awal
1 bahwa lembaga per-
ak cukup hadir di
sekitar Presiden, tetapi harus
mempunyai ruang untuk men-
Jalankan kekuasaannya sendiri.
at ini, 81 kemudian, arah
ahcitu patut dikawal dan
dijaga. Jangan sampai Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) ber-

gerak sehaliknyn, dari lembaga
vang diperkuat untuk mewakili

rakyat menjadi lembaga yang
lu dekat dengan pusat ke-

wa konstitusional, DPR
kekurangan kekuasaan.
Bahkan, pasca-amendemen La-
hun 2002, UUD NRI Tahun

disertai hak  interpela
angket, serta hak menyatakan
pendapat. Presiden bahkan ti-
dak dapat membekukan atau
membubarkan DPR.

Presiden memegang kekua-
saan pemerintahan, sedangkan

PPR memegang  keku n
membentuk  undang-undang
dan mengaw lannya peme-
T Relasi keduanya bu-
kan relasi 4 Karena
itu,  kedekatan  politik - tetap
membutuhkan jarak kelemba-
gaan.

omasa Orde Baru, do-
minasi eksekutif menempatkan
DPR dalam bayang-bavang pe-
merintah.  Perubahan UUD
pada  1999-2002 mengo-
rekst keadaan itu dengan mem-
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perkuat DPR. Sesudahnya, per-
soalan bergeser. Dalam sistem
presidensial vang disertai mul-
tipartai, presiden terpilih cen-
derung membangun koalisi be-
sar agar pemerintahan mem-
peraleh dukungan yang cukup
di DPRL

Sejatinya koalisi bukan ma-
salah, hahkan sering menjadi
kebutuhan  politik. Masalah
muneul ketika koalisi berubah
menjadi tuntutan loyalitas yang
mengurangi insentif partai me-
lalui fraksi untuk mengawasi
ah. Pola ini tamp;
i pemerintahan ke pe-
merintahan  berikutnya  dan
kembali menguat belakangan
.

Sebagian besar ketua umum
partai yang memilikic kursi di
DIPR sekaligus anggota kabinet.
Presiden Prabowo juga tetap
memimpin Partai i, Se-
cara Imkum keadaan ini belum
SCCAL PO-
lebih rumit.
aksi nwmunlmn garis partai
ke DPR. sementara arah partai
wengaruhi pimpinan-
Ny anggota pun tidak
sepenuh otonom,  Instru-
men pergantian antarwaktu da-
pat berjalan atas usul partai dan
Mahkamah Konstitusi kembali

omal

menegaskan konstitus
1y

antai - pengaruhnya cukup
impinan partai berada di

raksi membawa garis
|nrt11 ke DPR, dan keberlan-
Jutan jabatan anggota tetap ter-
ait dengan partai. Karena itu,
ik bukan sekadar
T anggota DPR,
al desain kelem-
bagaan, Mandat anggola DPR
keps artal  tidak  boleh
menghapus mandatnya kepada
rakvat, sang empunya kedaulat-
an

k

melainkan

s seperti Ma-
. Koperasi De-
han Merah Putih, Se-

transfer ke daerah menunjuk-
kan pentingnyn  pengawasan
vang lebih kuat. Kebijakan se-

macam itu menyentuh anggar-
an besar, desain kelemb: Agaan,
pembagian  kewenangan. tata
kelola, dan kualitas pelayanan
publik.

Benar bahwa DPR tentu Li-
dak sepenuhnya dinm. Kritik
terhadap tata kelola MBG dan
pendanaan Koperasi Merah Pu-
tih muncul dari sejumlah ang-
gota. Dalam pembahasan IRA-
BN 2026, pemerintah dan Ba-
dan Anggaran DPR juga me-
nyepakati - tambahan  dana
transfer ke dacrnh Rp 43 triliun
dari rancangan awal.

Justru karenasitu,  ukuran
pengawasan tidak cukup ber-
hentr pada ada atau tidak ada-
nya kritik. Pertanyaannya, api-
kah kritik individual anggota
DPR dapit- bergeser menjadi
nk.up kelembagaan DPR
stel. memengaruhi desain
n, dan memaksa pe-

Pengawasan DPR schas
1 hekerjo scjak- lebijalk:
du:mmm., bukan sesudah per-
soalan muncul.

Mengisi jabatan publik

laralcdengan kekuasaan juga
ctika DPR terlibat dalam
fan jabatan publik. Ber-
hagai undang-undang memberi
DPR kewenangan memilih, me-
nvetujui, atau memberi per
hangan terhadap calon pejal
di Bank Indonesia, Badan Pe-
merikss Keuangan,  Komisi
Pemberantasan  Korupsi,
budsman,  Komisi  Yuc
Mahkamah Agung, M:
Konstit

Ty

Kewenangan itu dimas
Kan sehagai bagian da
and  balances.
kan dan kepatut
holeh berubah menj
akhir  untuk
kompromi politik yang t
diputus sebelumnya, Peng
Deputi Gubernur Bank Indo-
a dan pergantian calon ha
Kim konstitusi usulan DPR yang
herlangsung cepat pada tahun
i memperlihatkan  betapa

tahap
mengesahkan

avitu tidak de-
ngan sendirinva membuktikan

Kedua per

intervensi Istana. Namun, ke-
tika konfigurmsi politik DPR sa-
ngat dekat dengan pemerintah,
standar keterbukaan justru ha-
rus ditingkatkan. Semakin de-
kat hubungan punuknv.l. se-
makin besar kewajiban DPR
menunjukkan bahwa  pilihan
atas pejabat publik tidak  di-
tentukan oleh kedekatan de-
ngan kekuasaan.

Kembali kepada rakyat

Menjaga jarak dar
kan hLI"U'II DIPR harus o
1 permanen, apalagi me-
en. Pemerintah-
an yang efektif membutuhkan
dukungan DPR. Namun, du-
kungan berbeda dengan meng-
gerus fungsi pengawasan DPR

Karena itu, pembenahan ha-
ris menventuh partai politik.
Koalisi tidak boleh  dimaknai
sebagai kewajiban fraksi untuk
ui seluruh kebijakan
pemerintah. UL Partai Politik
dan UL MD3 perle menata
kembali hubungan pimpinan
partai. fraksi, dan anggota DPR.
Mekanisme pergantian ant
waktu juga perlu diberi batas
lural agar tidak berubah
di alat pendisiplinan ter-
anggota DPR  ketika
nkan fungsi konstitusi-

Pengisi:
DPR pun pe
lebih tegas: kri

atan publik olch
ndar yang
dlu]muul-nm

putusan akhir d i alasan
vang dapat  dipertanggungja-

abkan. Bahkan, Presiden pun
memelopori budaya koa-
g memberi ruang bagi
bukan menuntut kepa-
tuhan tanpa j

Pada usia ke- 8] DPR tidak
kekurangan kewenangan. Yi
harus dikawal dan dijaga
kemandiriannya menggunakan

haru

kewenangan itu. Sejarah KN1P
1945 mengingatkan bahwa DPR
tumbuh ketika republik mem-
heri ruang bagi lembaga per-
wakilan untuk berdiri di sam-
ping pemerintah, bukan di be-
lakangnya atau bahkan di ba-
wahnya,

DPR tidak perlu menjadi la-
wan Istana, Namun, DPR juga
tidak boleh mulj.ull gema Is-
tana. Menjaga jarak itu bukan
permusuhan, tetapi syarat agar
mandat rakyat tidak larut da-
Tam kepentingan elite kekuasa-
an.

Rubrik ini menerima artikel dengan
topik aktual, relevan dan menyangkut
kepentingan publik. Artikel hanya
dikirim ke Opini Kompas. Panjang
artikel maksimal 5.000 karakter
dengan spasi. Kirim ke
wiww.kompas.id/kirim-opini
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DPR terbuka terhadap
aspirasi pengunjuk ras
Memang sudah seharus-
nya kan.
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RI dan meritokrasi
seremonial.
Jangan kebanyakan
seremonial dong....

+
Jose Mourinho berburu
mata-mata.

Saling intip rahasia
lawan.
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